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Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada
bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:
|, Pengaturan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

melalui mekanisme mediasi penal sudah dijustifikasi secara resmi oleh Polri
untuk  pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapoli No Pol:
B/3022D(IU2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan
Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri meskipun sifatnya hanya sebagian saja. “Prinsip
mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa
penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan

apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau

pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatah maka tetap

diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara pidana

dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sangat dibutuhkan guna proses
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